
KEMENTERIAN PERTAHANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

,Menimbang 

Mengingat 

• a. bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Warga 
Negara Indonesia dalam upaya Bela Negara 
merupakan perbuatan mulia yang tanpa pamrih 
dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa; 

b. bahwa upaya Bela Negara yang dilaksanakan oleh 
Warga Negara Indonesia mengandung konsekuensi 
yang tinggi, dibutuhkan tanggung jawab dan 
memerlukan pengorbanan yang besar guna tetap 
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 
Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara; 

1 	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA. 



2 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tanda Penghargaan Bela Negara adalah bentuk penghargaan dari 
Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia 
yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai Bela Negara sebagai wujud 
pengabdian tanpa pamrih dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
keselamatan bangsa. 

2. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh 
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan 
hidup bangsa dan negara. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan. 

4. Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia. 

Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer 
yang memimpin TNI. 

6. 	Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI 
Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. 

7 	Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah 
alat Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpelihara.nya keamanan dalam negeri. 

8. 	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di tingkat 
Pusat dan PNS di tingkat Daerah. 

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

10. Tim Peneliti adalah Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan 
Akademisi yang bertugas melaksanakan penelitian, seleksi, dan verifikasi 
terhadap calon penerima Tanda Penghargaan Bela Negara. 

11. Integritas moral adalah dapat diartikan sebagai penyatuan segenap moral dan 
nilai-nilai hidup manusia menjadi kesatuan yang utuh untuk mendorong 
tercapainya humanism& global atau ikatan kemanusiaan yang erat, baik 
secara individu maupun secara menyeluruh kepada masyarakat. 
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Pasal 2 

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada WNI dan Lembaga yang telah 
berjasa dalam penerapan nilai-nilai Bela Negara sebagai wujud pengabdian tanpa 
pamrih dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa. 

BAB II 
TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA 

Pasal 3 

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada: 

a. WNI; dan 
b. Lembaga. 

Pasal 4 

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berhak menerima Tanda 
Penghargaan Bela Negara yaitu: 

a. Prajurit; 
b. anggota Polri; 
c. PNS; dan 
d. anggota masyarakat. 

Pasal 5 

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang berhak menerima 
Tanda Penghargaan Bela Negara yaitu: 

a. institusi pemerintah; 
b. kesatuan TNI; 
c. kesatuan Polri; 
d. organisasi; dan 
e. swasta. 

BAB III 
KRITERIA, SYARAT, DAN PROSEDUR PEMBERIAN 

Bagian Kesatu 
Kriteria 

Pasal 6 

Tanda Penghargaan Bela. Negara diberikan kepada WNI yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
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a. berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga dan 
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan bangsa; 

b. berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, atau 
berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah 
rawan konflik, daerah perbatasan, atau pulau terluar dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

c. berjasa sesuai bidang profesinya dalam rangka menjaga dan melindungi 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan keselamatan bangsa; 

d. berjasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan 
kesadaran Bela Negara; 

e. berjasa dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi 
kemampuan dan kekuatan pertahanan; atau 

memiliki konsep pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap 
kebijakan/penyelenggaraan pertahanan negara. 

Bagian Kedua 
Syarat 

Pasal 7 

Persyaratan WNI untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai 
berikut: 

a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. tidak mengkhianati bangsa dan negara selama hayatnya; 

c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana; dan 

	

. d. 	memiliki integritas moral serta keteladanan. 

Pasal 8 

Persyaratan Lembaga untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai 
berikut: 

a. berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga 
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta keselamatan bangsa; 

b. berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah 
rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; atau 
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c. 	berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah rawan 
konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Bagian Ketiga 
Prosedur untuk Warga Negara Indonesia 

Pasal 9 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Prajurit dan 
PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang 
bertugas di lingkungan. TNI diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima 
untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan 
Kementerian Pertahanan. 

Pasal 10 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS Kemhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang bertugas di lingkungan Satker 
Kemhan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 11 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi anggota Polri 
dan PNS di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan 
huruf c diusulkan oleh Pimpinan Kewilayahan kepada Kapolri untuk dilanjutkan 
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian 
Pertahanan. 

Pasal 12 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diusulkan oleh Pimpinan 
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian kepada Menteri melalui 
Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 13 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS di 
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 
diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan 
Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 14 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi anggota 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diusulkan oleh 
Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan 
Kementerian Pertahanan. 
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Pasal 15 

(1) WNI yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara 
diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti; 

(2) WNI yang diusulkan untuk mendapat Tanda Penghargaan Bela Negara 
setelah diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti, hasilnya 
disampaikan kepada Ketua Tim Peneliti; 

(3) Ketua Tim Peneliti menyampaikan hasil usulan Penerima Tanda Penghargaan 
Bela Negara kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

Bagian Keempat 
Prosedur untuk Lembaga 

Pasal 16 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Institusi 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diusulkan oleh Pimpinan 
Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Gubernur kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 17 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Kesatuan TNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan 
kepada Panglima untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 
Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 18 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Kesatuan Polri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diusulkan oleh Kapolri kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 19 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi organisasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diusulkan oleh Gubernur kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 20 

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diusulkan oleh Gubernur kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

Pasal 21 

(1) Lembaga yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela 
Negara diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti; 
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Lembaga yang diusulkan untuk mendapat Tanda Penghargaan Bela Negara 
setelah diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti, hasilnya 
disampaikan kepada Ketua Tim Peneliti; 

Ketua Tim Peneliti menyampaikan hasil usulan Penerima Tanda Penghargaan 
Bela Negara kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

BAB IV 
TIM PENELITI 

Pasal 22 

Susunan keanggotaan Tim Peneliti terdiri atas: 

a. Ketua dijabat oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian 
Pertahanan; 

b. Sekretaris dijabat oleh Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal 
Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; 

c. Anggota terdiri atas: 

1. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan; 

2. Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 
Kementerian Pertahanan; 

3. Direktur Hukum Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi 
Pertahanan Kementerian Pertahanan; 

4. Akademisi dan Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang; 

5. Kepala Sub Direktorat Gelar Kehormatan Direktorat Sumber Daya 
Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian 
Pertahanan; 

6. Kepala Sub Direktorat Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal 
Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang ditunjuk; 

Pasal 23 

(1) Tim Peneliti Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 bertugas: 

a. menetapkan standar/kriteria pedoman penyaringan dan pemeriksaan 
dalam penentuan penerima; 

b. melakukan seleksi terhadap seluruh calon penerima; 

c. melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen calon 
penerima; 
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d. menentukan tempat dan jadwal seleksi; 

e. melakukan verifikasi terhadap calon terpilih penerima; 

f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi dan 
verifikasi terhadap calon terpilih penerima kepada Menteri. 

(2) Tim Peneliti dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Menteri. 

(3) Susunan dan tugas keanggotaan Tim Peneliti ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri. 

BAB V 
TATA CARA PEMBERIAN 

Pasal 24 

(1) Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara kepada WNI berupa Medali dan 
Piagam. 

(2) Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara kepada Lembaga berupa Tropi 
dan Piagam. 

Pasal 25 

(1) Bentuk, ukuran, dan warna Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Bentuk, ukuran, dan warna Tropi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Bentuk, ukuran, dan warna Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 26 

(1) Penyematan Tanda Penghargaan Bela Negara yang diberikan kepada WNI 
berupa Medali dapat dilakukan oleh: 

a. Menteri untuk Prajurit dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan 
serta anggota masyarakat; 

b. Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 
membawahi PNS di lingkungannya; 

c. 	Panglima TNI untuk Prajurit dan PNS di lingkungan Tentara Nasional 
Indonesia; 
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d. Kapolri untuk anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri; dan 

e. Gubernur untuk PNS dan anggota masyarakat di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Menteri, Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, 
Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mendelegasikan kepada Pimpinan di bawahnya. 

Pasal 27 

Penyerahan Tanda Penghargaan Bela Negara kepada Lembaga diberikan oleh 
Menteri, Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, 
Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur dapat mendelegasikan kepada Pimpinan di 
bawahnya. 

Pasal 28 

Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara dilaksanakan dalam upacara 
peringatan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember setiap tahun. 

BAB VI 
PEMAKAIAN 

Pasal 29 

Tanda Penghargaan Bela Negara berupa Medali dipakai pada saat upacara Hari Bela 
Negara. 

Pasal 30 

Dalam hal penerima Tanda Penghargaan Bela Negara tidak lagi mernenuhi 
persyaratan sesuai dengan. Peraturan Menteri ini, secara otomatis Tanda 
Penghargaan Bela Negara yang telah diberikan akan gugur dan tidak berhak untuk 
dipakai lagi. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 31 

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemberian Tanda 
Penghargaan Bela Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang 
dialokasikan pada anggaran Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Desember 2013 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

PURN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

MO YUSGIANTORO 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 	NOMOR 



LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 TAHUN 2013 
TENTANG 
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA 

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA TANDA PENGHARGAAN 
BELA NEGARA BERBENTUK MEDALI 

KETERANGAN: 

A. BENTUK DAN ARTI GAMBAR 

Sebuah Medali berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas. 

B. URAIAN GAMBAR 

	

1. 	Bagian muka Medali terdapat: 

a. Gambar Garuda Pancasila. 

b. Di bawah Lambang Negara Garuda Pancasila terdapat gambar 
Kepulauan Nusantara berwarna hijau. 

c. Pada lingkaran luar bagian atas terdapat tulisan "KEMENTERIAN 
PERTAHANAN" dengan dasar berwarna biru dan tulisan berwarna 
kuning emas. 

d. Pada lingkaran luar bagian bawah terdapat tulisan "BELA NEGARA" 
dengan dasar berwarna biru dan tulisan berwarna kuning emas. 

	

2. 	Bagian belakang Medali terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA" 

C. ARTI MEDALI 

	

1. 	Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan gambaran 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak diantara 2 
(dua) Samudra dan 2 (dua) Benua. 

3. Tulisan Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa yang memberikan 
penghargaan tersebut yaitu Institusi Kementerian Pertahanan. 

Tulisan Bela Negara menunjukkan bahwa medali tersebut merupakan 
tanda penghargaan terhadap Warga Negara Indonesia yang berjasa dalam 
upaya bela Negara. 

5. 	Republik Indonesia merupakan nama Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar, dan merupakan Negara hukum. 

D. ARTI WARNA 

1. Warna merah, warna yang mengandung arti keberanian dan dinamika. 

2. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan 
kesucian. 

3. Warna biru, warna yang mengandung arti kepercayaan, keamanan dan 
kesabaran. 

4. Warna kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan dan 
kebesaran. 

E. UKURAN MEDALI DAN KALUNG PITA MEDALI 

1. 	Medali 

a. Diameter Medali : 40 mm 
b. Ketebalan Medali : 3 mm 
c. Diameter Cincin : 8 mm 

2. 	Kalung pita 

a. Panjang 	: 100 mm 
b. Lebar 	 : 30 mm 
c. Warna Merah 	: 15 mm 
d. Warna Putih 	: 15 mm 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

PURN MO YUSGIANTORO 



LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 TAHUN 2013 
TENTANG 
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA 

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA TANDA PENGHARGAAN 
BELA NEGARA BERBENTUK TROPI 

KETERANGAN: 

A. BENTUK DAN ARTI GAMBAR 

Tropi berbentuk tiga pilar pohon bambu penopang bola dunia dibuat dari 
tembaga disepuh emas, dengan landasan terbuat dari kayu jati berwarna hitam. 

B. URAIAN GAMBAR 

1. Tiga pilar pohon bambu penopang berwarna kuning emas: 
melambangkan tugas Kemhan yaitu menjaga kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan 
segenap bangsa. 

2. Bola dunia berwarna kuning emas yang memuat peta dunia (khusus peta 
Indonesia berwarna putih) dan Burung Garuda berwarna kuning emas: 
mengartikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Dengan demikian, bila di kaitkan dengan pemberian Tropi kepada 
lembaga berarti sebuah pemberian penghargaan tertinggi kepada 
Lembaga yang berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



Keterangan: 

1. Huruf a 	: 210 mm 
2. Huruf b 	: 200 mm  
3. Huruf c 	: 120 mm 
4. Huruf d 	 30 mm 

: 5. Huruf e 	 50 mm  
6. Huruf f 	: 215 mm 
7. Huruf g 	: 150 mm 
8. Huruf h 	: 70 mm 
9. Huruf i 	 : 400 mm 

    

   

b 

    

    

C 
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C. ARTI TROPI 

Tropi "ADHI DHARMA BHAKTI NEGARA" yang artinya pengabdian yang utama 
tanpa pamrih kepada Negara. 

D. ARTI WARNA 

1. Warna kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan dan 
kebesaran. 

2. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan 
kesucian. 

3. Warna hitarn, warna yang mengandung arti melindungi dan kekuatan. 

E. UKURAN GAMBAR 

a 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

PURi ± MO YUSGIANTORO 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 TAHUN 2013 
TENTANG 
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA 

PIAGAM TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA 

Keterangan: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Panjang kertas 
Lebar kertas 
Berat kertas 
Bahan kertas 
Warna 
Jenis tulisan piagam 
Unsur pengamanan 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

31 cm 
21,5 cm 
210 gram 
Conqueror 
Putih 
Old English Text MT dan Anal 
a. Terdapat cetakan berupa lambang Negara Garuda 

Pancasila warna emas di tengah atas. 

b. Bingkai piagam bergambar logo Kemhan warna 
emas. 
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